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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah kaedah yang mengatur dan menjadi acuan dalam kehidupan 

manusia yang terwujud dalam berbagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. Di dalam suatu negara, hukum mempunyai peranan yang sangat penting 

karena mengatur segala bentuk aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis 

hukum itu merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang 

merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar 

pada kebutuhan pokok manusia.1 Hukum yang baik adalah hukum yang berkembang 

mengikuti perkembangan manusia. Oleh karena itu hukum harus bersifat luwes dan 

fleksibel sehingga dapat tetap sejalan dengan tingkat kemajuan manusia. Seperti 

pendapat S.M. Amin tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam 

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai.2

Dalam mencapai tujuannya, hukum harus ditegakkan oleh suatu sistem 

penegakan hukum yang mana harus didukung dan dilaksanakan oleh aparatur (alat) 

penegak hukum, serta masyarakat sebagai sarana pendukung pembangunan. 

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk terus meningkatkan 

pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah suatu proses masyarakat untuk 

menuju kehidupan yang lebih baik sehingga dengan adanya pembangunan,

2 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1980, hlm 4 
Jak^ ^989^am ^anS^’ ^enSanlar Hmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

' 1
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diharapkan akan banyak membawa perubahan yang lebih baik dimasa yang dalang.

sarana penunjang yang salahUntuk menunjang proses pembangunan, diperlukan 

satunya berupa transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara disamping 

komunikasi dan telekomunikasi yang baik. Sarana transportasi daratsarana

memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan, untuk itu 

pembangunan jalan berupa pembukaan rute jalan baru maupun perluasan jalan yang 

telah ada perlu ditingkatkan.

Meningkatkan pembangunan jalan darat diupayakan karena adanya dorongan 

kebutuhan yang diakibatkan oleh meningkatnya arus transportasi itu sendiri. 

Disamping mengupayakan pembangunan transportasi jalan tersebut, juga diperlukan 

suatu sarana hukum untuk mengatur arus lalu lintas jalan. Hukum lalu lintas ini

bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, 

teratur, aman, cepat, lancar, nyaman, dan efisien."5

Semakin besar lalu lintas seringkah juga membawa akibat besarnya angka 

kecelakaan, yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan negara baik yang 

bersifat materiel, maupun non-materiel yang tentunya sangat merugikan banyak 

pihak. Permasalahan ini tidak lepas dari meningkatnya kemajuan teknologi dan 

perekonomian masyarakat yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor, baik kendaraan roda empat (mobil), maupun kendaraan roda dua 

(sepeda motor) setiap tahunnya. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan tersebut tidak

3 Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang. 
Penangguhan mulai berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

s
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diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga masalah pelanggaran lalu lintas ini 

menjadi masalah yang cukup berat karena ini berkaitan erat dengan pelaksanaan 

hukum, dimana ada pertentangan antara masyarakat yang selalu ingin mendapat 

kebebasan termasuk dalam menggunakan fasilitas jalan raya, dan di sisi lain 

bertentangan dengan tugas para aparat penegak hukum yang berkewajiban 

menciptakan keamanan dan ketertiban yang sering mengakibatkan ketidakteraturan 

lalu-lintas, kemacetan atau bahkan kecelakaan lalu lintas. Masalah hukum dan 

penegakan hukum inilah yang selalu mewarnai kehidupan disiplin berlalu -lintas di 

jalan raya setiap harinya.

Sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, maka yang dapat digolongkan dengan 

pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan 

ketertiban/keamanan lalu lintas, yang mungkin dapat menimbulkan 

kerusakan pada jalan.

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan SIM, 

STNK, STUK, yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut 

ketentuan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan masa berlakunya sudah 

kadaluarsa / habis.

1.

2.

3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan, kendaraan dan 

syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
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dilengkapi dengan plat nomor kendaraanKendaraan bermotor tanpa 

bersangkutan.

Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu 

lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu- 

rambu/tanda yang ada di permukaan jalan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, 

menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan

4.

5.

6.

cara

membongkar barang.

Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraaan yang diperbolehkan 

beroperasi dijalan yang ditentukan.

Agar pelaksanaan hukum lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemerintah, maka dalam pelaksanaannya ini harus dapat 

memadukannya tujuan hukum dengan hak para pemakai jalan. Sehingga dalam 

penegakan hukum itu masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tentram dan

7.

kedisiplinan berlalu-lintas di jalan dapat tetap terjaga.

Aparat penegak hukum dalam kewajibannya menjaga keamanan dan

ketertiban di jalan raya mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu yang 

dianggap perlu apabila ada beberapa pengguna jalan raya yang diduga melakukan 

pelanggaran ketentuan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan dengan 

memberikan surat tilang.4

4 Nurdin Romli, Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 34
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Tilang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu 

lintas dan angkutan jalan yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang di jalan, baik 

dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, maupun pejalan kaki, 

sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.5

Pemberian sanksi pada tindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

berbeda-beda, tergantung dari bobot kesalahan yang dilakukan oleh si pelanggar.

TABEL I

JUMLAH PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

TAHUN 2007 KOTA PALEMBANG

No. Pasal yang dikenakan Jenis Pelanggaran Jumlah
1. 61 (l)UULAJjo 80 

PP No. 43/1993 
61 (1) UULAJ jo 29 
PP No. 43/1993 
61 (2) UULAJ jo 70 
PP No. 43/1993 
61 (1) UULAJ jo 17 
(3) PP No. 43/1993 
61 (1) UULAJ jo 
21(1, (4) PP No. 
43/1993
61 (2) (3) UULAJ jo 
70 PP No. 43/1993

a. GAR Kecepatan Maksimum 22

b. GAR Traffic Light 6.424

c. GAR Menggunakan Helm

d. GAR Rambu Perintah/Larangan

e. GAR Marka Tunggal/Ganda

3.310

10.616

3.331

f. GAR Safety Belt 3.175

2. 54 UULAJ jo 2, 13
(1)PP No.41/1993

a. GAR Pengangkutan 1.036

54 UULAJ jo 29, 70 
PP No. 44/1993
56 UULAJ jo 29, 70
PP No. 44/1993

b. GAR Persyaratan Tekhnis dan Laik Jalan 4.200
3. GAR Tanda Bukti Lulus Uji 512

htlp.//www.google.lantas.metro.polri.go/id/news/indcx.php.id,
Jakarta Darat Tahun 2000, Diakses tanggal 18 Januari 2008 Tabel Besaran Denda Tilang Kota

http://www.google.lantas.metro.polri.go/id/news/indcx.php.id
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2.174a. GAR STNK/STCK/BTCK57 (2) UULAJ jo 197 
(1), (3) PP No. 
44/1993

4.

1.189b. GARTNTNCKB57 (2) UULAJ jo 191 
(1) PP No. 44/1993

19.530GAR SIM Yang Sesuai59 (2) UULAJ jo 
211,212 PP No. 
44/1993

5.

55.519Jumlah

Sumber : Satlantas POLTABES Palembang, Tahun 2008

Pelanggar lalu-lintas jalan yang dikenakan surat tilang oleh Polantas (Polisi

Lalu Lintas) mempunyai dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan 

Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila ia menerima 

tuduhan, maka ia harus bersedia membayar denda ke Bank paling lambat lima hari

sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran ke Bank disesuaikan dengan tempat

kejadian pelanggaran lalulintas. Si pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna

Biru yang berisikan data dirinya, data kendaraan, data Polantas, besarnya denda dan 

pasal yang dilanggar. Di balik surat tilang tersebut terdapat bukti penyerahan Surat / 

Kendaraan yang dititipkan.

Namun apabila si Pelanggar keberatan dengan pelanggaran dan denda yang 

diajukan Polantas, ia akan diberikan surat tilang berwarna merah. Polantas akan 

membuat dan mengirim surat tilang warna hijau untuk Pengadilan, warna putih untuk 

Kejaksaan dan warna kuning untuk POLRI. Surat tilang yang berada di tangan anda 

juga merupakan surat panggilan sidang. Tempat sidang merupakan Pengadilan Negeri 

di wilayah terjadinya pelanggaran.6

6 Ibid
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Peradilan merupakan suatu sistem dimana keberadaannya melibatkan banyak 

pihak. Hal itu tidak dapat dipungkiri mengingat banyaknya kepentingan yang ada di 

baliknya. Mulai dari penyidik, terdakwa, hakim, panitera sampai dengan saksi serta 

orang-orang yang bersangkutan langsung maupun tidak langsung dengan perkara

keberadaan suatu sistemmempunyai tugas masing-masing dalam menunjang 

peradilan. Mengingat cakupan dan kepentingan yang banyak, sistem peradilan

seringkah disalahgunakan keberadaannya untuk mencari keuntungan bagi orang- 

orang tertentu yang tidak bertanggung jawab

Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses 

tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian Hakim 

akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda 

dibacakan Hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Akan tetapi, proses persidangan acara cepat yang diberlakukan seringkah 

tidak membuat terdakwa pelanggar lalu lintas terkadang tidak memperoleh hak yang 

semestinya mereka dapatkan layaknya seperti di peradilan lainnya. Hal itulah yang 

membuat sidang tilang ini terasa kurang efektif digunakan apabila dilihat dari segi 

hak-hak terdakwa yang kadang diabaikan.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memilih judul:

“SISTEM PELAKSANAAN PERADILAN TILANG DI PENGADILAN 

NEGERI PALEMBANG”.

I
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B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini sudah seharusnya diketahui apa 

saja yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini agar dapat terarah 

dengan baik.

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan di atas maka perumusan 

masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota

Palembang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak

pelanggaran lalu lintas jalan ?

3. Apakah sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota

Palembang saat ini telah efektif dalam menanggulangi banyaknya tindak 

pelanggaran lalu lintas jalan di Kota Palembang ?

C. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya 

pengetahuan serta pengalaman penulis, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak 

menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan 

permasalahan hanya mengenai bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di 

Pengadilan Negeri Kota Palembang, hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak
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pidana pelanggaran lalu lintas jalan dan efektifitas sistem Peradilan Tilang dalam 

menanggulangi banyaknya tindak pelanggaran lalu lintas jalan di Kota Palembang.

D. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di 

Pengadilan Negeri Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak pelanggaran

lalu lintas jalan.

3. Untuk mengetahui efektifitas sistem peradilan tilang dalam menanggulangi

banyaknya tindak pelanggaran lalu-lintas jalan di Kota Palembang.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh 

pihak yakni berupa manfaat baik dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Bidang Teoritis

Memberikan sumbangan informasi berupa pemikiran dan saran bagi ilmu di 

bidang hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Bidang praktis

Memberi masukan kepada aparat penegak hukum, seperti : polisi, jaksa d 

hakim dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, khususnya di bidang lalu lintas 

angkutan jalan.

an
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F. METODE PENELITIAN

1 . Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian 

deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk meggambarkan sesuatu hal di daerah 

tertentu dan pada saat tertentu dengan menggunakan pendekatan empiris yang bertitik 

tolak pada data primer atau lapangan yang langsung di dapat dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dapat direalisasikan pada 

penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

2. Sumber Data

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu 

dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian 

yaitu di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

b. Data Sekunder sebagai penunjang yaitu berupa bahan hukum yang dilakukan 

dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang 

dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi yang kebetulan memuat tentang 

masalah yang diteliti yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya 

lengkap pasal demi pasal;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yaitu kasus yang penulis peroleh merupakan kasus tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota

Palembang..

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan
n

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

data Primer

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek

penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik

diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada 

obyek penelitian di lapangan.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Radiawali 
Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990, hlm 22 ' J
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b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan 

pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas 

dan akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa 

arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan 

penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitiannya dilakukan di Satuan Polisi Lalu 

Lintas (Satlantas) Polisi Kota Besar (POLTABES) Palembang dan Pengadilan Negeri 

Kota Palembang karena di tempat-tempat itulah mekanisme Peradilan Tilang

berlangsung.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Kota 

Besar wilayah Kota Besar (POLTABES) Palembang serta Pengadilan Negeri Kelas 

IA Palembang sebagai instansi pemerintahan yang menangani kasus tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kalangan profesional di bidang hukum 

seperti Polisi dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang bidang 

tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan, serta masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan
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peradilan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota

Palembang.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai responden sebagai berikut: 

a. Sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Purposive Sampling) 

yaitu aparat hukum yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana lalu

lintas dan angkutan jalan :

1) Kepala Bimbingan Masyarakat (BINMAS) Kepolisian Kota Besar

(POLTABES) Palembang;

2) 1 orang Hakim yang memutus besarnya sanksi pada perkara Lalu Lintas

Angkutan Jalan (TILANG);

3) 1 orang Panitera yang mengikuti proses jalannya persidangan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (TILANG);

b. Sampel yang ditetapkan secara acak (Random Sampling), yaitu :

1) 13 orang peserta yang mengikuti sidang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(TILANG) pada saat penelitian dilangsungkan.
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6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuai i lati f yaitu prosedur

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh

dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk

mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menganalisis data yang sudah terkumpul

sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah atau menjawab

permasalahan penelitian.
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